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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari dampak KKN merupakan kewajiban yang harus diwujudkan oleh penyelenggaraan pemerintahan baik instansi pusat maupun instansi daerah. Birokrasi merupakan kamus penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Goverment) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna, sistem tersebut dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas unsur penyelenggaraan Negara meliputi :
1. Kepastian Hukum;
2. Tertib penyelenggaraan negara;
3. Kepentingan Umum;
4. Keterbukaan;
5. Proprosionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efisiensi;
9. Efektivitas; dan
10. Keadilan.
Sistem laporan instansi pemerintah dimulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan menjalankan sumber daya yang dimilikinya. 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.

B. MANFAAT DAN TUJUAN
1. Maksud
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dimaksudkan untuk menginformasikan laporan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan.
2. Tujuan
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja Provinsi DKI Jakarta kepada seluruh stakeholder, menjadikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.






C. GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA 
1. Kondisi Geografi
Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 m di atas permukaan laut, yang secara astronomis terletak pada posisi 6o12’ Lintang Selatan, dan 106o48’ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 171 Tahun 2007 adalah berupa daratan seluas 662,33 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2. Wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan.
Gambar 1.1
Peta Provinsi DKI Jakarta
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Sumber : Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

Di sebelah Utara Jakarta, membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang + 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah Barat dengan Provinsi Banten, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah waduk/situ yang relatif banyak dengan total luas sebesar 372,92 Ha. Sungai atau kanal yang melewati wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 19 sungai.
Temperatur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 tertinggi di bulan Oktober (35,80C) dan terendah di bulan Januari (32,60C) dengan kelembaban 72 sampai 84 persen. Tekanan udara tertinggi di bulan Oktober 1.011,0 milibar. Curah hujan tertinggi di bulan Januari (621,9mm2) dan terendah di bulan September (49,5 mm2).

2. Kondisi Demografis
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 sebanyak 10.015.712 jiwa terdiri 10.012.271 jiwa WNI dan 3.441 jiwa WNA,  laki-laki 5.105.676 jiwa dan perempuan 4.910.036 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104, angka tersebut menjelaskan bahwa di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 terdapat 104 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki di setiap 100 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jumlah penduduk WNI dan WNA di Provinsi DKI Jakarta adalah 9.988.329  jiwa, sehingga laju pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2014 adalah sebesar 0,24 persen.
 Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah Total Penduduk 10.015.712 jiwa

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Dari komposisi penduduk WNI di Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa penduduk Jakarta didominasi oleh penduduk usia 30 s.d. 34 tahun sebanyak 1.003.227 jiwa kemudian diikuti oleh penduduk usia 35 s.d. 39 tahun yaitu sebanyak 940.682 jiwa dan usia produktif yaitu 15 s.d. 64 tahun sebanyak 7.059.298 jiwa atau 70,51 persen dari jumlah penduduk jakarta.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dari penduduk miskin. Yang perlu diperhatikan adalah memperkecil jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta per-September 2014 sebesar  412.79 ribu orang  atau sekitar 4,09%. Kondisi ini meningkat sebesar 41,09 ribu atau meningkat 0,37 poin dibandingkan dengan bulan September 2013 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 371,70 ribu orang atau 3,72 persen (BPS DKI Jakarta, Berita Resmi Statistik No.04/01/31/Th.XVII, 02 Januari 2015).
Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) adalah indicator kompetitif yang mengukur kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengeluaran dan kehidupan layak, Indeks pembangunan manusia pada tahun 2014 tercatat sebesar 78,59 (BPS DKI Jakarta, Infostat Februari 2015). Nilai ini sama dengan Tahun 2013 dan di atas angka IPM nasional Tahun 2013 (73,81) dan pada level Provinsi, DKI Jakarta yang tertinggi/terendah diantara provinsi lainnya.

3. Kondisi Makro Ekonomi
Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III Tahun 2014 tumbuh sebesar 6,03% dibandingkan dengan tahun 2013. Besaran PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada triwulan ketiga tahun 2014 sebesar 1.051,21 trilliun sedangkan atas konstan 376,26 trilliun.
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tahun 2014 sebesar 6,02 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,01 persen.


4. Kondisi Sosial Budaya
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kehidupan sosial politik yang sangat dinamis, persoalan atau konflik dari berbagai daerah provinsi lain atau terkadang berdampak pada kondisi masyarakat kota jakarta. Berbagai peristiwa besar yang terjadi di jakarta sepanjang tahun 2014 pergantian Presiden Republik Indonesia dan Pergantian Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan kondisi jakarta sempat memanas namun aktifitas jakarta tidak tertanggu, hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial politik jakarta relatif aman dan terkendali.

Gambar 1.2
Karnaval Budaya Nusantara
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Sumber Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

5. Kondisi Pemerintahan
Dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Reformasi Birokrasi. Penataan ulang organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 
Tabel 1.1
Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	SKPD
	
	Jumlah

	Setda
Sekretariat DPRD
Inspektorat
Bappeda
Badan/Kantor
Dinas
RSUD/RSKD
Kota/Kab. Adm
Kecamatan
Kelurahan
Satpol PP
Set DPP Korpri
BPBD
BPTSP
BPPBJ
Set. PPIJ
	=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
	1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
10 SKPD
20 SKPD
6 SKPD
6 SKPD
44 SKPD
267 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD
1 SKPD

	Total
	=
	363 SKPD



Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 70.626  pegawai

Grafik 1.2
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber BKD Provinsi DKI Jakarta




















Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

Sumber BKD Provinsi DKI Jakarta


Grafik 1.4.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Sumber BKD Provinsi DKI Jakarta
D. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah, Sekretariat DPRD,Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan dan Satpol PP.
1. Sekretariat Daerah
merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempuyai fungsi yang mencakup: (1) penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;  (2) pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah; (4) pembinaan administrasi dan aparatur Daerah; (5) pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah; (6) penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah; (7) pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan Perangkat Daerah; (8) penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah, dan protokol;  (9) fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial serta mental spiritual;  (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Dibawah Sekretaris Daerah terdapat 5 (lima) orang asisten yang mempunyai tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang (1) tata praja dan aparatur, (2) perekonomian, (3) keuangan, (4) pembangunan dan (kesejahteraan masyarakat).


2. Sekretariat DPRD
merupakan unsur pelayanan kepada DPRD, yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Inspektorat
merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah.
Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan unsur perencana pembangunan Daerah, yang mempunyai tugas menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelola statistik daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Perancanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan.
5. Dinas
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang pembangunan tertentu seperti pariwisata, pendidikan, perumahan, pertambangan, dan pendapata daerah. Fungsi dari dinas-dinas daerah iini akan dikoordinasikan olehn Asisten Sekretaris Daerah yang terkait.
6. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan badan yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan sebagai unsur penunjang Gubernur dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Beberapa lembaga teknis yang terdapat dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Badan Perpustakaan Arsip Daerah.
7. Kota Administrasi
Kota Administrasi merupakan unsur pelaksana dan koordinator pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan dari Gubernur di wilayah kota administrasi.
Kota Administrasi dipimpin oleh seorang walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, walikota dikoordinir oleh Asisten Pemerintahan.
Saat ini terdapat 5 (lima) Kota Administrasi, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
8. Kabupaten Administrasi
Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana dan koordinator pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan dari Gubernur di wilayah kabupaten administrasi.
Kabupaten administrasi dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bupati yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati dikoordinir oleh Asisten Pemerintahan.
9. Kecamatan
Kecamatan merupakan perangkat daerah dibawah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, yang melaksanakan tugas yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di wilayah Kecamatan.
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat yang oleh seorang Wakil Camat dikoordinir oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Kabupaten Administrasi dengan jumlah Kecamatan sebanyak 44 Kecamatan.
10. Kelurahan
Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah Kecamatan, yang melaksanakan tugas yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahana daerah di wilayah Kelurahan.
Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota/Bupati melalui Camat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja  
Dinas Daerah yang merupakan unsur perangkat daerah pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoodinasikan oleh Asisten Pemerintahan.
12. Lembaga lain.
Lembaga lain yang merupakan unsur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas permerintahan umum lainnya dapat dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan.
Lembaga lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bawah kordinasi Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing- masing.
Jenis Kelamin

Sales	[VALUE]
35.446

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	35180	35446	

USIA

Sales	



<	25	25-30	31-36	37-42	43-48	49-55	>	55	649	3422	6182	6457	12227	28240	13449	

Pendidikan Pegawai

Series 1	
SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	1386	1757	29335	805	1211	6132	26473	3476	51	

berdasarkan jenis kelamin

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	

Laki-Laki	Perempuan	5105676	4910036	
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